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BAB 1

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu jenis kejahatan yang dari dahulu hingga sekarang
tetap menarik untuk dibicarakan. Hal ini karena perbuatan korupsi telah dikenal sejak
zaman Hammurabi dan sekarang makin berkembangn seiring dengan kemajuan
zaman. Korupsi juga dikenal mewabah di banyak negara dan menjadi salah satu
penyebab kejahatuhan orang-orang penting pada zamannya.

Indonesia sendiripun tidak terlepas dari wabah korupsi. Sampai sekarang
Indonesia belum mampu lepas dari wabah korupsi ini. Walaupun telah banyak
peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan untuk memberantas semakin
melajunya tingkat kualitas dan kuantitas kejahatan korupsi ini. Beberapa undang-
undang telah dibuat yaitu Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 jo. Undang-Undang
No. 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya. Kemudian diganti dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan,
Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian diganti lagi dengan
Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tcatang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan bergulirnya era reformasi dimana te'jadi perubahan atas sistem.

tatanan negara dan juga pelaku-pelaku administrasi negara Indonesia, tidak
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kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu
kesimpulan.

Karena kedudukan hypotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja,
maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hypotesa, tetapi tergantung
dari pada objektifitas atau fakta yang ada.

Dari uraian diatas yang menjadi hypotesa penulis adalah sebagai berikut :
“Apabila dalam proses pemeriksaan perkara pidana korupsi dilakukan dengan sistem
pembuktian terbalik dimana pelaku harus membuktikan baha ia tidak melakukan

korupsi maka angka korupsi dapat dikurangi “.

E. Tujuan Penulisan
Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya Kkita
mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya didalam pembuatan Skripsi ini juga
mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai didalam pembahasan nantinya.
Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok
penulis adalah sebagai berikut :
1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban

bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.

[N

Untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya yang
dikatakan tindak pidana korupsi dan proses pemeriksaannya ditingkat pengadilan.

3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan
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khususnya ilmu hukum tentang kepastian hukum dalam hal terjadinya tindak

pidana korupsi.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada
khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. Library Research ( studi kepustakaan )

2. Field Research ( studi kelapangan )

Untuk menentukan metode pengumpulan data yang dipakai, adalah tergantung
pada judul Skripsi yang bersangkutan mungkin metode yang dipakai adalah Library
Research ( penelitian kepustakaan ), mungkin juga Field Research ( penelitian
Kelapangan ) atau memakai kedua metode tersebut.

Pada pembahasan Skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpulan
data tersebut, yakni :

1. Library research ( penelitian kepustakaan ), dimana penulis membaca buku-
buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip
pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

2. Field research ( penelitian kelapangan ), dimana penulis mendatangi langsung
Pengadilan Negeri Medan serta meminta kasus tentang judul Skiripsi ini,
kemudian penulis memberikan tanggapan atas kasus tersebut, sehingga diketahui

perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.
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G. Sistematika Penulisan
Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu
dibuat sistematika ( gambaran isinya ) dengan menguraikan secara singkat materi-
materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir
sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.
Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan
Penegasan Judul , Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa,
Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.
Bab II. RUANG LINGKUP HUKUM ACARA PIDANA
Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Sejarah Hukum Acara
Pidana, Pihak-Pihak Di Dalam Hukum Acara Pidane serta Pemeriksaan di
Sidang Pengadilan.
BABIII TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI
Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Korupsi
Menurut Etimologi, Pengertian Korupsi Menurut Sarjana, Pengertian
Korupsi Menurut Undang-Undang serta Sistem Pembuktian Pada Tindak
Pidana Korupsi.
BABIV. KORUPSI DAN PROSES PENANGANANNYA DI TINGKAT
PENGADILAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Pemeriksaan
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Persidangan Perkara Korupsi, Tuntutan Pidana, Putusan.Hakim serta
Kasus dan Tanggapan Kasus.
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran-Saran .

1
1
b !

e 4
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Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa, pembentukan penuntut umum
yang berdiri sendiri namun dalam pelaksanaannya hanya di kota-kota besar seperti
Batavia (Jakarta) sedangkan di daerah-daerah lain jabatan penuntut umum itu masih
dipegang oleh pamong praja. Dan IR masih dilaksanakan di samping berlakunya HIR,
sebagaimana pelaksanaan dari pada Penuntut Umum di atas HIR hanya berlaku di
kota-kota besar seperti Batavia (Jakarta), sedangkan di kota-kota lain seperti di Jawa
da Madura berlaku IR.

Dari uraian-uraian di atas dapatlah kita ketahui bahwa untuk golongan Eropah
berlaku reglement of de strafvordering dan reglement of de burgerlijke
rechtsvoerdering (reglement Hukum Acara Pidana dan regelement Hukum Acara
perdata), sedangkan untuk semua golongan penduduk berlaku Landgerechtsreglement
stbl 1941 No. 137 sebagai hukum acara untuk pengadilan landgerecht (Pengadilan
kepolisian). Pengadilan ini dijumpai di Jawa dan Madura dan di luarnya seperti
Medan, Hollandia, Padang, dan Pengadilan tertinggi yang meliputi Hindia Belanda
ialah Hoog gerecht shof yang putusannya dikenal dengan Arrest.

Pada masa pendudukan Jepang hukum acara pidana dan susunan pengadilan
tidak mengalami perubahan-perubahan, hanya saja Raad van Justitie sebagai
pengadilan perdata untuk golongan Eropah di hapuskan. Dengan demikian hukum
acara tidak berubah, HIR dan Reglement Voor de Buitengewesten serta
landgerechtsreglement berlaku untuk pengadilan negeri (Tihoo Hooin), pengadilan

tinggi (kkoto hooin) serta pengadilan Agung (saiko Hooin).
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Di setip pengadilan yang tersebut di atas masing-masing telah mempunyai
kebijaksanaan di antaranya adalah Saikoo Kensatsu Kyoku pada Pengadilan Agung,
Kootoo Kensatsu Kyoku pada Pengadilan Tinggi, dan Tihoo Kensatsu Kyoku pada
Pengadilan Negeri.

Selanjutnya pada saat proklamasi 17 Agustus 1945 hukum yang berlaku pada
zaman pendudukan Jepang tidak berubah walaupun negara kita sudah merdeka,
keadaan hukum ini dapat dipertahankan dengan adanya pasal II aturan peralihan
Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan ketentuan inilah tidak ada perubahan hukum acara pidana, dan
untuk memperkuat peraturan tersebut Presiden Rl Ir. Soekarno mengeluarkan suatu
peraturan pada tanggal 10 Oktober 1945 yang disebut dengan Peraturan No. 2 yang
berbunyi : untuk kepentingan ketertiban masyarakat bersandar atas peraturan peralihan
UUD 1945 berhubungan dengan Pasal IV kami Presiden RI menetapkan Peraturan
sebagai berikut :

Pasal 1 : Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai
berdirinya negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan
yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku, asal saja tidak
bertentangan dengan UUD tersebut.

Pasal 2 : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 — 8 — 1945.

Inilah yang memperkuat berlakunya peraturan dari jaman pendudukan Jepang
tersebut di atas. Selanjutnya perkembangan hukum acara pidana di Indonesia pada
zaman RIS, Landraad berubah menjadi Pengadilan Negeri dan Appelraad menjadi
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Pengadilan Tinggi sesuai dengan Peraturan dalam daerah-daerah Republik Indonesia
yang tidak pernah dikuasai oleh Pemerintah Belanda. Kemudian pada zaman Kesatuan
Republik Indonesia keadaan di seluruh Indonesia kembali lagi seperti zaman sebelum
RIS di daerah-daerah yang selalu penuh dikuasai oleh Pemerintah Nasional indonesia.
Perkembangan hukum terus juga berubah sehingga tepatnya pada tanggal 14 Januari
1951 mulai berlaku Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang tindakan-
tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan dalam susunan, kekuasaan,
pengadilan-pengadilan sipil atau bukan pengadilan tentara. Menurut Peraturan ini
sekarang di seluruh Indonesia di luar peradilan adar dan peradilan swapraja dan pada
saat ini hanya ada tiga macam pengadilan sehari-hari yaitu Pengadilan Negeri, untuk
pemeriksaan perkara dalam tingkat pertama, Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan
perkara dalam tingkat kedua dan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan saksi.

Dengan keadaan ini sebagian hukum acara pidana hanya berhubungan dengan
tiga macam pengadilan yang tersebut di atas. Dan pengadilan itu disebut dengan
lingkungan peradilan umum, di samping peradilan umum ini sebenarnya masih ada 3
macam lingkungan lain, yaitu : Pengadilan Agama, peradilan Militer dan Peradilan
Umum. Dan dalam pasal tersebut di atas ditentukan bahwa untuk seluruh wilayah
Republik Indonesia harus diambil pedoman tentang acara pidana sipil yaitu suatu
undang-undang, inilah yang disebut dengan HIR.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa HIR oleh Undang-Undang Darurat
No. 1 Tahun 1951 Pasal 6 ayat (1) dinyatakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

peradilan pidana untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan ketentuan dimaksud di atas
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untuk mengadakan univikasi hukum acara pidana yang sebelumnya terdiri dari hukum
cara pidana, bagi landraad dan hukum acara pidana bagi raad van justitie, ini berarti
bahwa dengan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara
untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-
pengadilan sipil telah ditetapkan bahwa hanya satu hukum acara pidana yang berlaku
untuk seluruh Indonesia yaitu HIR dengan perobahan dan menyesuaian secara partial.
Namun ketentuan yang tercantum di dalamnya sebagai produk legislatif dari zaman
penjajahan ternyata belum memberikan jaminan perlindungan dan perlindungan yang
cukup terhadap hak-hak azasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat

sebagaimana wa arnya yang dimiliki oleh suatu negara hukum.

2. Masa Sesudah KUHAP

Demi pembangunan di bidang hukum dan sehubungan dengan hal-hal yang
telah dikemukakan pada masa sebelum KUHAP maka HIR stbl. 1941 No. 44
dihubungkan dengan UU darurat No. 1 Tahun 1951 serta semua peraturan
pelaksanaannya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, telah dicabut karena
tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan Undang-Undang
Hukum Acara Pidana baru, yang mempunyai ciri-ciri yang dikodifikatif dan unifikatif
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yaitu UU No. 8 Tahun 1981 yang disebut
KUHAP.

Setelah keluarnya Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tepatnya
pada tanggal 31 Desember 1981 telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia
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(LNRI No. 76 TLN No. 3209), dengan diberlakukannya Undang-Undang Hukum
Acara Pidana ycng baru itu telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara
konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara
pidana di Indonesia. Hal tersebut dapat dipahami, oleh karena penerapan UU No. 8
Tahun 1981 itu sudah barang tentu harus didukung berbagai sarana dan prasarana agar
dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Berdasarkan KUHAP tersebut maka
hubungan antara polisi, jaksa dan hakim di dalam menangani masalah penanganan
perkara tindak pidana dapat dipilah-pilah mana yang menjadi wewenang dari

lembaga-lembaga tersebut.

B. Pihak-Pihak Di Dalam Hukum Acara Pidana
1. Tersangka / Terdakwa

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir
14). Sedangkan yang dimaksud dengan terdakwa adalab seorang tersangka dituntut
dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15).

Di dalam hukum acara pidana dikenal dua sistem pemeriksaan yaitu sistem
accusatoir dan sistem inguisitoir. Sistem accusatoir ialah menganggap seorang
tersangka/terdakwa sebagai subjek yang berhadap-hadapan dengan pihak pemeriksa
seperti kepolisian dan kejaksaan yang mempunyai kedudukan yang sama nilainya dan
hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana antara

mereka. Dan sistem inguisitoir menganggap si tersangka itu sebagai suatu barang,
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sebagai suatu objek yang harus diperiksa wujudnya ini berupa pendengaran si
tersangka tentang dirinya pribadi, oleh karena itu sudah ada suatu pendakwaan yangs
edikit banyaknya diyakini kebenarannya melalui sumber-sumber pengetahuan di luar
tersangka. Pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorong bagi si
tersangka supaya mengakui saja kesalahannya. Untuk mendorong ke arah pengakuan
salah satu itu, maka pihak pemeriksa sering kali melakukan berupa penganiayaan,
pemaksaan atau bujukan kepada tersangka supaya mengakui yang didakwakan.

Mengenai sistem pemeriksaan yang inguisito'r, KUHAP kadang-kadang
masih menggunakan sistem ini dalam hal pemeriksaan pendahuluan/penyidikan
tersangka dapat berhubungan dengan penasehat hukumnya dan penasehat hukum
dapat mendampingi si tersangka (menghadin pemeriksaan) tetapi hanya dapat
mendengarkannya saja. Sedangkan untuk tingkat pemeriksaan di persidangana baru
dipaliai sistem accusatoir sepenuhnya, karena si penaschat hukum telah dapat
memajukan keberatan-keberatan di dalam persidangan dan memajukan pertanyaan-
pertanyaan kepada si terdakwa.

Sehubungan dengan sistem pemeriksaan di atas KUHAP yang berlaku di
Indonesia dengan jelas menghendaki sistem accusatoir, dimana sistem ini terjelma di
dalam azas persemtion of innocence (azas para duga tak bersalah). Azas ini pertama
sekali dianut oleh UU Pokok Kehakiman No. 14 Tahun Tahun 1970 Pasal 8
menyebutkan : setiap orang yang disangka, ditangkap dan ditahan, dituntut dan atau
dihadapkan di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang
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tetap. KUHAp yang merupakan hasil produksi bangsa Indonesia juga menganut azas
praduga tidak bersalah yang tercantum di dalam butir 3¢ UU Pokok Kehakiman No.
14 Tahun 1970 yang berbunyi: setiap orang yang disangka, ditahan, ditangkap,
dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah
sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh
kekuatan hukum yang tetap. Dari bunyi pasal tersebut diketahui bahwa tujuan azas
praduga tidak bersalah ialah untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak azasi
manusia.

Bertitik tolak dari azas praduga tidak bersalah itu, maka sudah jelas bahwa
tersangka/terdakwa tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum hakim menjatuhkan
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Sebagai seorang yang dianggap tidak
bersalah seorang tersangka/terdakwa mempunyai hak diantaranya adalah sebagai
berikut :

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat 1, 2,
3).

2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dari bahasa yang dimengerti olehnya tentang
apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir 1, 2, 3).

3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan Hakim
seperti tersebut di muka (Pasal 52).

4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat 1).

5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal

55).
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6. Hak untuk mendapatkan penasehat hukum (Pasal 55).

7. Hak tersangka/terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan
berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2).

8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka/terdakwa yang ditahan (Pasal 50).

9. Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah
dengan tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau bagi
jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk be¢rhubungan dengan keluarga
dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59, 60).

10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan
tersangka/terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan
(Pasal 61).

11. Hak tersangka/terdakwa untuk berhubungan dengan surat-menyurat dengan
penasehat hukumnya (Pasal 62).

12. Hak tersangka/terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohanian
(Pasal 63).

13. Hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (Pasal
65).

14. Hak tersangka / terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).

15. Hak tersangka/terdakwa (pihak yang diadili) untuk ingkar terhadap hakim yang
mengadili perkaranya (Pasal 27 ayat 1) UU pokok Kehakiman No. 14 Tahun 1970.

Dari hal-hal tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa sejak pemeriksaan
pendahuluan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan telah dianut azas acusatoir,
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azas ini dapat diketahui dari hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan

hukum pada setiap pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).

2. Penuntut Umum
Penuntut umum ialah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang,
untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 ayat 6 butir

b KUHAP). Sedangkan yang dimaksud dengan Jaksa adalah pejabat yang diberi

wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang
tetap.
Penuntut umum mempunyai wewenang :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik ataupun
penyidik pembantu.

2. Mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 10 (3) dan (4) KUHAP dengan memberi petunjuk
dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan dan penahanan
lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh
penyidik.

4. Membuat surat dakwaan.

5. Melimpahkan perkara ke pengadilan.

6. Menyampaikan pemberiathuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu
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disidangkan perkara disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada
saksi untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan.

7. Melakukan penuntutan.

8. Menutup perkara demi kepentingan umum.

9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkungan tugas dan tanggung jawab sebagai
penuntut umum menurut ketentuan undang-undang.

10. Melaksanakan penetapan hakim.

Jaksa sebagai penuntut umum mewakili negara untuk menuntut setiap orang,
jika telah terjadi suatu pelanggaran terhadap hukum pidana, setelah mempelajari
ataupun mempertimbangkan bahwa suatu perkara pidana benar-benar telah terjadi dan
secara juridis sudah cukup alasan untuk menuntut si terdakwa, dalam hal ini Jaksa
tidak wajib mengajukan penuntutan apabila Jaksa penuntut umum berpendapat bahwa
ada kepentingan yang harus dilindungi, prinsip seperti ini dikenal dengan prinsip
oportunitas (principle oportuniteit). Dan apabila jaksa penuntut umum sebagai wakil
negara telah mempelajari suatu perkara pidana acara juridis ada cukup alasan untuk
menuntut si terdakwa, maka penuntut umum wajib menuntut si terdakwa walaupun
penuntut umum melihat ada kepentingan umum yang diabaikan apabila si terdakwa
dituntut. Jaksa sebagai penuntut umum adalah mempelajari dan meneliti berkas
perkara pidana yang diterima dari penyidik, apakah cukup kuat bukti-bukti bahwa
tersangka telah melakukan suatu tindak pidana dan apabila menurut Jaksa bahwa
berkas perkara tersebut kurang lengkap. Jaksa penuntut umnm dapat menyerahkan

berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi.
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ini menunjukkan bahwa proses pidana terhadap seorang terdakwa konkrit serta
tertentu sedangkan syarat material pentingnya untuk menyebut waktu dan tempat
dimana tindak pidana itu dilakukan.

Di dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) ada ditemukan perincian tugas
penuntutan para jaksa. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 1961, bahwa
jaksa Republik Indonesia selanjutnya disebut ialah alat negara penegak hukum yang
terutama bertugas sebagai penuntut umum, di dalam melaksanakan tugasnya maka
kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia dan hukum negara yang

berlau.

3. Penasehat Hukum/Bantuan Hukum

Istilah penasehat hukum pertama sekali dipakai oleh Undang-Undang Pokok
Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 kemudian oleh Undang-Undang No. 8
Tahun 1981. Sedangkan sebelumnya dipergunakan istilah pembela, advokat, procureur
(pokrol) dan pengacara. Menurut pendapat beberapa orang sarjana bahwa istilah
penasehat hukum lebih tepat jika dibandingkan dengan istilah —istilah terdahulu.
Istilah pembela misalnya sering disalah tafsirkan seakan-akan berfungsi sebagai
penolong tersangka atau terdakwa bebas ataupun terlepas dari pemidanaan walaupun
ia jelas bersalah melakukan vang didakwakan.

Di dalam KUHAP ataupun pada UUPK tidak ada diberikan tentang
penafsiran yang resmi tentang apa yang dimaksud dengan bantuan hukum, maka

hanya dapat memberikan penafsiran secara umum saja sebagai pegangan yaitu segala
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Pendapat lain mengatakan bahwa menurut pengalaman menunjukkan sifat
emosional yang menonjol pada ketenangan akibatnya seseorang itu tidak dapat
berpikir secara rasional lagi.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas maka betapa pentingnya seorang
tersangka secara seorang diri menghadapi para pemeriksa hal ini perlu diberikan
‘bantuan hukum didalam semua tingkat pemeriksaan baik pemeriksaan pendahuluan
maupun pemeriksaan di depan persidangan oleh seorang ahli hukum.

Dalam UU No. 14 Tahun 1970 yang mengatur tentang hak
tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau bila seorang terdakwa
didampingi penasehat hukum/pembela diatur di dalam Pasal 35 dan 36, yang berbunyi
sebagai berikut :

- Setiap orang yang tersangkut perkara, berhak memperoleh bantuan hukum (Pasal
35).

- Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak dilakukan penangkapan
dan atau penahanan, berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum dari
penasehat huxum (Pasal 36).

Dalam UU No. 8 Tahun 1981 yaitu KUHAP, pengaturan bantuan hukum
dalam KUHAP adalah diatur dalam Bab VII Pasal 69 — 74.

Pengaturan bantuan hukum dalam KUHAP adalah merupakan penjabaran
lebih lanjut tentang hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum

sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU No. 14 Tahun 1970. Mengenai peraturan hak

e pRsadapatkasi Rertyan, hukum di dalam UU No. 8 Tahun 1981, diatur dalam
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telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi
berhubungan dengan saksi yang lain sebelum memberikan keterangan di sidang.
Pasal 160 ayat 1 : Saksi dipanggil ke dalam ruangan sidang pengadilan seorang
demi seorang menurut urutan yang dipandang baik oleh hakim ketua sidang
setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum.

Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa yang pertama didengar keterangannya

adalah diantara saksi adalah saksi korban baru kemudian saksi-saksi yang lain.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas hanyalah sebagian dari

ketentuan-ketentuan yang dijumpai di dalam KUHAP.

Selanjutnya masih ada juga pemeriksaan tentang terdakwa di depan

pengadilan, beberapa ketentuan KUHAP tentang pemeriksaan terdakwa ini adalah

sebagai berikut :

1.

Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52) adapaun yang
dimaksud dengan ketentun ini supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang
tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya, sehingga terdakwa harus dijauhkan
dari rasa takut. Oleh karena itu dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap
terdakwa.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa tidak boleh bersifat
menjerat (Pasal 166) dan yang dimaksud dengan pertanyaan yang bersifat menjerat
yaitu pertanyaan yang diformulasikan sedemikian ripa, dimana suatu tindakan
yang diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi

dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan oleh terdakwa atau saksi.
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Perbuatan Korupsi Pidana
Pasal 1

1. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan
atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan
yang secara langsung atau tidak langsung merugikan suatu badan keuangan
negara atau daerah atau badan hukum lain, yang menggunakan modal atau
kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

2. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan
atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu
badan, serta yang dilakukan dengan menyalahgunakan suatu jabatan atau
kedudukan.

3. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan
420 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbuatan Korupsi lainnya
Pasal 2

1. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu
perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
keuangan negara atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima
bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan lain, yang
menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

2. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu
perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
sesuatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau
kedudukan.

2. Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan,
Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1

1. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan
atau pelanggaran memperkrya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu
badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau
perekonomian dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain,
yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara
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2.

atau masyarakat.

Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan
atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan dan
yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal
21 peraturan ini dan dalam Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 120,
423, 425, dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 ada d'.a sumber perumusan delik,

yaitu yang bersumberkan pasal-pasal KUHP vang ditarik sebanyak 13 (tiga belas)

buah ditambah dengan 6 (enam) buah pasal yang dinaikkan pidananya dan perumusan

dari Undang-undang ini sendiri sebanyak 7 (tujuh) buah perumusan delik selama 4

(empat) buah pasal. Kedua ini tidak ditarik secara mutlak, seperti yang tersebut pada

yang pertama.

Pasal 1

1.

Di hukum karena tindak pidana korups; ialah :

a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau
perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa
perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perckonomian
negara.

. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara
langsug atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.

Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 219, 210,
387, 388,415, 416,417,418, 419, 420, 423, 435 KUHP.

. Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti

termasuk dalam Pasal 2 mengingat sesuatu kekuasaan atau suatu
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pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi
cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan,
bukan dengan timbulnya akibat.
3. Pengertian korupsi type ketiga

Pada azasnya, pengertian korupsi type ketiga ini terdapat dalam ketentuan Pasal 5,

6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang berasal dari

KUHP.

Pengertian korupsi type ketiga ini dapat digolongkan lagi ke dalam 4 (empat)

pengelompokkan, yaitu :

a. Penarikan perbuatan yang berupa Penyuapan yak i Pasal 209, Pasal 210, Pasal
418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP.

b. Penarikan perbuatan yang bersifat Penggelapan, yakni Pasal 415, 416, dan Psal
417 KUHP.

c. Penarikan perbuatan yang bersifat Kerakusan yakni Pasal 423 dan Pasal 425
KUHP.

d. Penarikan perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan, leveransir dan
rekanan yakni Pasal 387, 388, dan Pasal 435 KUHP.

4. Pengertian korupsi type keempat

Pada azasnya pengertian korupsi type keempat adalah type korupsi percobaan,

pembantuan dan permufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau

keterangan sehingga terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan dan
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dapat melakukan tindak korupsi yaitu :
1. Korporasi adalah sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum,
2. Pegawai negeri adalah meliputi :
a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Kepegawaian,
b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana,
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah,
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima
bantuan dari keluarga negara atau daerah, atau,
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan
modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi.
Selanjutnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 memberikan ketentuan
pidana kepada 3 subjek yang dapat melakukan korupsi di atas serta menekankan
pentingnya peran serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan dan

pemberantasan korupsi.

D. Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menguraikan pembahasan judul sub bab di atas baiknya terlebih

UNIV@MWMQMMH dari pada sistem pembuktian itu sendiri selanjutnya akan
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keuntungan untuk mempercepat penyelenggaraan proses peradilan, dan bagi perkara
pidana yang ringan dapat mempermudah hakim mengambil keputusan karena resiko
kekeliruan relatif kecil.

Dalam peradilan pidana yang tidak ringan sudah banyak keberatan terhadap
penggunaan azas ini, karena ada kecenderungan absolut memperlakukan pemeriksaan
secara inguisitor, apabila sudah terdapat pengakuan terdakwa dan keterangan saksi,
hakim wajib memberikan putusan sekalipun dirasakan pengakuan itu hanya versi reka-
rekaan saja (tidak objektif).

Teori atau sistem ini lebih banyak dipakai dalam pemeriksaan dan mengadili
perkara perdata. Karena di dalam hukum acara perdata yang ingin dicapai adalah

kebenaran dan keadilan yang formil.

2. Sistem Negatief Wettelijk

Sistem atau teori pembuktian ini didasarkan menurut keyakinan hakim yang
timbul dari atau karena melihat, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang
dalam undang-undang sudah diatur.

Dalam sistem atau teori pembuktian negatief wettelijk ada dua hal yang
merupakan syarat, yaitu :
a. Wettelijk, d°'maksudkan bahwa alat-alat bukti yang sah dapat dimajukan dalam

persidangan sudah ditetapkan secara limitatif di dalam undang-undang.

b. Negatief, oleh karena dengan alat-alat bukti yang ditetapkan undang-undang saja

belum cukup untuk hakim menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, apabila.
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Sehingga dengan demikian, meskipun ada e¢mpat, lima atau enam saksi yang
diajukan dalam persidangan, akan tetapi hakim tidak yakin, bahwa tindak pidana itu
telah dilakukan oleh terdakwa, maka hakim akan membebaskan dan melepaskan
terdakwa dengan alasan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena itu sistem KUHAP yang menganut sistem negatief wettelijk,
tidak mengizinkan kepada hakim untuk mempergunakan dan menerapkan alat-alat
bukti lain yang tidak ditetapkan dan diatur dalam undang-undang, dalam hal ini
ditetapkan oleh Pasal 184 KUHAP.

Di samping Pasal 183 KUHAP, maka sistem negatief wettelijk ini tercermin
juga pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP :

“ keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan
alat bukti lain .

Bahwa berdasarkan pengakuan salah saja, hakim tidak boleh menghukum
terdakwa. Pengakuan salah tanpa disertai alat bukti yang lain, merupakan alat bukti
yang tidak lengkap (onvoldoende bewijs).

Walaupun hakim yakin, bahwa terdakwa bersalah, akan tetapi keyakinan
hakim ini hanya dilandasi oleh satu alat bukti berupa keterangan terdakwa, maka
putusan demikian merupakan tindakan hakim yang melanggar asas dari pada bukti
minimum yang diminta oleh undang-undang (de leer van het minimum bewijs),

sebagaimana termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pengecualiaan terhadap azas ini

Uiy e $91kR f9ih9dap fg#A pemeriksaan cepat/singkat. Dalam pemeriksaan terhadap
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Prinsip ini banyak mengandung kelemahan, seperti tercemarmnya nama baik
seseorang apabila ternyata harta yang didapatkannya melalui jalan sah. Tetapi Pasal 28
ini sangat efektif dalam melakukan antisipasi dan pemberantasan tindak pidana
korupsi khususnya terhadap kasus-kasus tertentu yang pembuktiannya sulit dilakukan
oleh pihak penegak hukum. Jadi dalam kondisi ini beban pembuktian ada pada
tersangka dan tersangkalah yang dapat membebaskan dirinya dari tuduhan-tuduhan

korupsi yang dituduhkan kepadanya.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

l.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentarg Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi menganut prinsip pembuktian terbalik, dimana penuntut umum dapat
melakukan penuntutan terhadap seseorang yang disangkakan telah melakukan
perbuatan pidana korupsi. Beban pembuktian tidak berada pada pihak
penuntut umum tetapi pada tersangka, dimana ia harus dapat memberikan
bukti-bukti bahwa harta yang dimiliki didapatkan dari sumber yang sah dan

bukan hasil korupsi.

. Pelaksanaan pemeriksaan perkara korups: berbeda dengan perkara pidana

biasa, dimana dalam perkara korupsi pihak — pihak terkait dapat meminta
keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka, serta dapatnya
dilaksanakan suatu sistem peradilan in absentia dimana pelaksanaan

persidangannya tidak diikuti tersangka.

B. Saran

1.

Dengan adanya sistem pembuktian terbalik yang dianut oleh Undang-Undang
No. 20 Tahun 2001 memberikan celah bagi pihak berwenang untuk dapat
menegakkan hukum dan keadilan serta memberantas terjadinya tindak pidana

korupsi.
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